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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan 
hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia meliputi pra penempatan, 
penempatan dan purna penempatan. dan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya pelanggaran hukum dalam penempatan TKI  di Malaysia meliputi pra 
penempatan, penempatan dan purna penempatan Hal ini dikarenakan aturan 
perlindungan hukum bagi TKI yang masih belum dapat diterapkan secara 
maksimal karena belum mencakup setiap aspek perlindungan hukum bagi TKI 
meliputi prapenempatan, penempatan dan purna penempatan, sedangkan 
pelanggaran hukum dalam penempatan TKI di Malaysia di masa sekarang amat 
potensial untuk terjadi. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 
berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa 
peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum 
dalam penempatan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, 
dan pendekatan politik hukum. Hasil pendekatan sosiologi hukum, dan 
pendekatan politik hukum menjadi dasar untuk menentukan bagaimana sebaiknya 
hukum di Indonesia mengatur untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
pihak yang dirugikan karena adanya pelanggaran hukum dalam penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum yang mengatur 
mengenai perlindungan hukum dalam penempatan TKI di Malaysia meliputi pra 
penempatan, penempatan dan purna penempatan telah memadai dan secara 
vertikal maupun horizontal tidak ada pertentangan. Faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dalam penempatan TKI di malaysia 
meliputi prapenempatan yaitu maraknya praktik percaloan dalam proses 
perekrutan calon TKI, penempatan yaitu selama dalam penempatan ditempatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan purna penempatan yaitu Terminal 3 
Bandara Soekarno Hatta belum dapat merealisasikan konsep awal tentang 
diperlukannya Terminal 3 sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap TKI. 
. 
 
Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja Indonesia, pra penempatan, 
penempatan dan purna penempatan. 
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ABSTRACT 
 
This thesis aims to find out how is the legal protection for Indonesian 
labour (TKI) at Malaysia that covering pre placement, placement, and post- 
placement, and the factors that causing the law violation in order to TKI’s 
placement at Malaysia that covered pre placement, placement and post-placement. 
This is because the law of TKI’s protection that still has not been implemented 
maximally because it is not covering the law protection aspects for TKI that 
consist of pre-placement, placement and post-placement, while the law violation 
in order to TKI’s placement at Malaysia today was potentially occurs. 
This thesis is a normative legal research by studying many legal literature 
and which is focusing to positive law norms. This thesis is using Statue Aprroach  
and law politic approach. The result of Statue Aprroach  and law politic approach 
will be the basic to determine how is the law in Indonesia should be arranged to 
give the legal protection for a party that is suffering a loss because presence of 
law violation in the placement of Indonesian. 
The research result is presenting that the law rule that ruling about law 
protection in order to TKI’ s placement at Malaysia pre-placement, placement and 
post-placement has been enough and both of vertically and horizontally is no-
conflict The factors that causing law violation in order to TKI’s placement at 
Malaysia is pre-placement through the most of intermediary in TKI’s recruitment 
process, in placement process that is not compatible with the agreement and the 
post-placement is The Terminal 3rd of Soekarno Hatta cannot realizing the earlier 
concept about the importance of Terminal 3rd as a parts of protection to TKI’s. 
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